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kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperiuan Daerah bagi sebesar-besamya
kemakmuran rakyat.

Bumi adalah permmukaan Bum yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap peda tanah dan/fatau perairan
pedalaman dan/atau laut.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi
jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan ohjek lain yang sejenis,
atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjuinya disingkat
NPOP adalah nilai perolehan atas Bumi dan Bangunan
yang mendasarkan pada nilai Transaksi atau Nilal
Pasar atau NJOP yang dijadikan sebagai dasar
penghitungan BPHTB.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang
selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah suatu nilai
pengurang atas nilai NPOP dalam penghitungan BPHTB
terutang.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang
selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas NJOP atas
Bumi dan/atau Bangunan vang tidak kena Pajak.
Nomor Objek Pajak yvang selanjutmya disingkat NOP
adalah nomor yang bersifat unik dan permanen yang
diberikan pada setiap objek yang telah didata.
SMARTGOV adalah sistern administrasi Pajak Daerah
yang digunakan untuk mencatat seluruh data
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dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit Pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Pengelolaan BPHTB adalah serangkaian kegiatan yang
mencakup selurch rangkaian proses yang wajib
dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan
melaporkan BPHTB.

Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak yang
selanjutnya disingkat SKNJOP adalah surat keterangan
yang dikeluarkan oleh BPKPD untuk memberikan
keterangan sementara atas besarnya NJOP pada objek

Pajak berkenaan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjuinya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitanukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan dan Perdesaan yang terutang kepada Wajib
Pajak.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap SPPT, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pungutan
oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutmya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas
Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP
adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri
yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku
di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

38. Waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah

maupun diluar perkawinan serta suami dan istrt yang










S. fotokopi akta kelahiran penerima hibah;

6. fotokopi sertifikat;

7. surat kuasa (bermaterai) dan fotokopi KTP penerima
kuasa (apabila dikuasakan);

8. surat pemyataan tanggung jawab  mutlak
{bermaterai);

9. foto lokasi,

10. surat keterangan hibah;

11. verifikasi dan validasi pemetaan pada sertifikat/bukti
kepemilikan; dan

12. dokumen pendukung lainnya.

. untuk pembayaran BPHTB karena Waris dengan

melampirkan:

1. fotokopi KTP;

fotokopi SPPT PBB-P2;

bukti pelunasan PBB-P2;

silsilah keluarga, surat pernyataan Ahli Waris dan

surat pembagian Waris;

fotokopi akta kelahiran penerima Waris,;

fotokopi akta kematian pemberi Waris;

fotokopi sertifikat;

surat kuasa (bermaterai) dan fotokopi KTP penerima

kuasa (apabila dikuasakan);

9. surat pernyataan tanggung jawab  mutlak
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{(bermaterai);

10. foto lokasi;

11. verifikasi dan validasi pemetaan pada sertifikat/bukti
kepemilikan; dan

12. dokumen pendukung lainnya.

.untuk pembayaran BPHTB karena pemisahan hak yang

mengakibatkan peralihan dengan melampirkan:

1, fotokopi KTP;

fotokopi SPPT PBB-P2;

bukti pelunasan PBB-P2;

fotokopi sertifikat;

surat kuasa (bermaterai} dan fotokopi KTP penerima

kuasa (apabila dikuasakan);

tno A WN



9,

surat pernyataan  tanggung jawab mutlak
{bermaterai);

Foto lokast;

verifikasi dan validasi pemetaan pada sertifikat/bukti
kepemilikan; dan

dokumen pendukung lainnya.

. untuk pembayaran BPHTB karena penunjukan pembeli
dalam lelang dengan melampirkan:

R O o

fotokopi KTPF;

fotokopi SPPT PBB-P2;

bukti pelunasan PBB-P2;

fotokopi sertifikat;

risalah lelang;

surat kuasa (bermatorai) dan fotokopi KTP penerima
kuasa {apabila dikuasakan);

surat pemyataan tanggung jawab  mutlak
{bermaterai);

foto lokasi;

verifikasi dan validasi pemetaan pada sertifikat/bukt
kepemilikan; dan

10. dokumen pendukung lainnya.
. untuk pembayaran BPHTB karena pemberian hak baru
dengan melampirkan:

1.

L

fotokopi KTP,

fotokopi SPPT PBB-P2;

bukt pelunasan PBB-P2;

fotokopi sertifikat;

keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Buleleng dan bukti kepemilikan tanah;

surat kuasa {bermaterai) dan fotokopi KTP penerima
kuasa (apabila dikuasakan);

surat pernyataan tanggung jawab mutlak
{(bermaterai};

foto lokasi,

verifikasi dan validasi pemetaan pada sertifikat/bukti
kepemilikan; dan

10. dokumen pendukung lainnya.



4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 17
(1) Tata cara pemberian pengurangan BPHTB yaitu:

a. Wajib Pajak mengajukan aurat permohonan
pengurangan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD
dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan
yang jelas;

b. surat pengajuan permohonan Wajib Pajak secara
lengkap sesuai persyaratan yang ditentukan
diajuken paling lama 3 (tga) bulan sejak
terutangnya BPHTB;

¢. atas permohonan Waijib Pajak kemudian dilakukan
penelitian dan dibahas bersama tim dituangkan
dalam berita acara;

d. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf ¢
selanjutnya dituangkan dalam keputusan Kepala
BPKPD tentang pengurangan BPHTB;

e. permohonan yang tidak memenuhi persyaratan
tidak ditindaklanjutd untuk proses pengurangan
BPHTB,; dan

f. Wajib Pajak harus melakukan pembayaran BPHTB
terutang sejak diterimanya surat keputusan BPKPD.

(2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a diberikan dalam hal:

a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya

dengan objek pajak meliputi:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang mempercleh hak
baru melalui program pemerintah dan/atau
pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah
di bidang pertanahan dan/atau relokasi karena
bencana alam dan tidak mempunyai kemampuan
secara ekonomis, diberikan pengurangan sebesar
80% (delapan puluh persen) dari BPHTB terutang;

2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru
selain hak pengeloiaan dan telah menguasai tanah
dan/atau Bangunan secara fisik lebih dari 20 {dua



puluh) tahun secara terus-menerus yang
dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajek
dan surat keterangan dari Lurah/Perbekel
setempat, diberikan pengurangan sebesar 50%
{lima puluh persen) dari BPHTB terutang;

. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak
atas tanah dan/atau Bangunan rumah sederhana
atan rumah susun sederhana atau rumah subsidi
pemerintah  yang diperoleh langsung dari
pengembang dan dibayar secara angsuran,
diberikan pengurangan sebesar 75% {tujuh puluh
lima persen) dari BPHTB terutang;

. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima
Waris/Hibah wasiat dari orang pribadi yang
mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau
satu derajat ke ©bawah dengan pemben

wasiat/Hibgh  wasiat termasuk sunami/istri,
diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh
lima persen) dari BPHTB terutang,

. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima
Waris/Hibah wasiat dari orang pribadi (saudara
kandung) yang tidak memililkdi suami/istri
dan/atau tidak memiliki keturunan dalam gars
keturunan kesamping {saudara kandung) diberikan
pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen) dari BPHTB terutang;

. Wajib Pajak orang pribadi yang meneritma Hibah
dari orang pribadi yang mempunyai hubungan
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah
dengan pemberi Hibah termasuk suami/istri,
diberikan pengurangan sebesar 50% ({lima puluh
persen} dari BPHTB terutang,

. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima Hibgh
dart orang pribadi {saudara kandung) yang tdak
memiliki suami/istri dan/atau tidak memiliki






banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung
meletus atau sebab-sebab lainnya antara lain:
kebakaran dan huru hara yang terjadi dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
penandatanganan akta, diberikan pengurangan
sebesar 100% (seratus persen)] dan BPHTB
terutang;

. Wajib Pajak orang pribadi dengan status sebagai
veteran, pensiunan Pegawai Negerni  Sipil,
pumawirawan Tentara Nasional Indonesia /Polisi
Republik Indonseia atau janda/dudanya yang
memperoleh hak atas tanah dan/ataun Bangunan
rumah dinas pemerintah atau pemerintan provinsi
atau Pemerintah Daerah, diberikan pengurangan
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari BPHTB
terutang;

. Wajib Pajak badan korps pegawai Republik
Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas
tanah dan/atau Bangunan dalam rangka
pengadaan perumahan bagi anggota korps pegawai
Republik Indonesia, diberikan pengurangan
sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB
terutang;

. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari
perusahaan asuransi yang memperoleh hak atas
tanah dan/atau Bangunan yang berasal dari
perusahaan induknya selaku pemegang saham
tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan
Keputusan Menteri Keuangan tentang kesehatan
keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan
reaguransi, diberikan pengurangan sebesar 50%
(lima puluh persen} dari BPHTB terutang; dan
.Wajib Pajak yang domisilinya termasuk dalam
wilayah program rehabilitasi dan rekonstruksi yang
memperoleh hak atas tanah dan Bangunan melalui
program pemerintah dan/atau pemerintah provinsi
dan/atau Pemerintah Daerah di  bidang
















(14)

{15)

a. fotokopi KTP;

b. fotokopi keputusan Bupati mengenai bencana;

¢. surat keterangan mengenai tidak berfungsinya lagi
tangah dan/atau Bangunan yang terkena bencana
alam atau sebab lainnya dari instansi yang
berwenang;

d. fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan yang
disahkan oleh pihak berwenang;

e. fotokopi SPPT PBB-P2 dan bukti pembayaran PBR-
P2; dan

f. dokumen lainnya yang diperlukan oleh petugas
pelayanan.

Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} dengan kondisi Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5,

ayat (2) huruf b angka 6, dan ayat (2) huruf b angka 7

diajukan dengan melampirkan:

a. fotokopi KTP;

b. fotokopi dokumen kepegawaian khusus bagi
Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

¢. fotokopi surat keputusan pensiun khusus bagi
pensiun Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. fotokopi surat bukti/keterangan sebagai veteran
vang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,
khusus bagi veteran;

e. fotokopi surat penetapan pembelian rumah dinas;

. fotokopi bukti lunas pembelian rumah dinas;

g. fotokopi SPPT PBB-P2 dan bukti pembayaran PBB-
P2; dan

h. dokumen lainnya yang diperlukan oleh petugas
pelayanan.

Permohonan  pengurangan BPHTB  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8

diajukan dengan melampirkan:
















Angka 2 s/d 6 diisi dengan luas tanah dan bangunan yang

diperoleh.

Angka 7 s/d 13 merupakan tabei untuk menghitung NJOP PBB-P2

Angka 14

Angka 15

atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoieh.
Pada kolom 9 dan 10 agar disebutkan tahun SPPT PBB-P2
saat terjadinya perolehan.

Dalam hal NJOP PBB-P2 beium ditetapkan / belum ada
SPPT PBB-P2 angka 9 dan 10 diisi berdasarkan surat
keterangan NJOP PBB-P2 yang diterbitkan Badan
Pengelolaan Kenangan dan Pendapatan Daerah.

diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga transaksi
yang tercantum dalam rnsalah lelang/ nilai pasar objek
tersebut.

diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan sebagai berikut :

Jenis  perolehan { Kode Jenis perolehan hak | Kode
hak
Jual beli 01 Pelaksanaan 09
Tukar menukar 02 putusan hakim yang
Hibah 03 mempunyai
Hibah wasiat 04 kekuatan hukum | 10
Waris 05 tetap 11
Pemasukan dalam } 06 Penggabungan 12
persercan / badan usaha 13
hukum lainnya Pelebaran usaha 14
Pemisahan  hak | 07 Pemekaran usaha
yang Hadiah 15
mengakibatkan Perolehan hak | 16
peralihan 08 rumah sedehana
Penunjukan Pemberian hak baru | 17
pembeli dalam Pemberian bak baru
lelang sebagai kelanjutan
pelepasan hak
Pemberian hak baru
di Ilnar pelepasan




Huruf C

Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4

Angka 5

Huruf D,

hak

diisi dengan penghitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan (BPHTB) oleh Wajib Pajak. Dalam hal
SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STPD
BPHTB/SKPDKB/SKPDKBT sebagaimana huruf D.b atau
berdasarkan huruf D.d maka huruf C tidak perlu diisi.

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP} diisi dengan
mempertimbangkan NJOP PBB-P2 dan harga
transaksi/nilai pasar objek pajak. Dalam hal NPOP
tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB-
P2 gunakan NJOP PBB-P2 sebagai dasar perhitungarn.

dilsi sesuai dengan besarnya NPOPTKP.

cukup jelas.

diisi dengan mengalikan NPOPKP {angka 3} dengan tarif
5%.

diisi “hanya” dalam hal WP memperoleh hak atas tanah
karena pemberian hak pengelolaan atau dalam hal WP
memperoleh hak atas tanah danjatau bangunan karena
kegiatan sosial, hibah, waris, hibah wasiat, dengan
perhitungan sesuai ketentuan Peraturan Bupati.

diisi dengan memberi tanda *x” pada kotak yang sesuai

dengan setoran pajak :

Hurufa. jika setoran akan dilakukan sebagaimana
huruf e

Huruf b, jika setoran dilakukan tidak menggunakan
perhitungan huruf C, tetapi menggunakan
STPD, SKPDKB, SKPDKBT.

Hurufe. jika WP memenuhi syarat tertentu untuk
mendapatkan pengurangan dari jumlah yang
seharusnya ada dihuruf C. diisi dengan
prosentase sesuai dengan Ketentuan yang
berlaku.

Hurufd. jika terdapat dasar/ketentuan lain selain huruf
a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d seperti setoran
berdasarkan SK
pembetulan /keberatan/putusan banding yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus







LAMPIRAN VIIl

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN

FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
JL. Ngurah Rail Nomor 2 Telp. 3301977

SINGARAJA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAN KEUANGAN
DAN PENDAFPATAN DAERAH KABBULELENG
NOMOR : ..cccieiiinrornnres
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Membaca : Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan atAs NAMA .............c.vvieees NOIOT L, oaelll. tanggal ............;
Menimbang a. Hasil pemeriksaan sederhana kantor/lapangan *) atas

permmohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor/Lapangan *)
NOOT ..ovvvrverererenenencneee.s TANEEAL (o iriiiiiiiiinernans)



Mengingat

Menetapkan

KEDUA

Bahwa terdapat/tidak terdapat *} cukup alasan untuk
mengurangkan besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan yang terutang,

. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambabhan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6757);
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Bea Prolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
{(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 1);
Peraturan Bupati Buleleng Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara
Pengelelaan Bea Perolebhan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;

MEMUTUSKAN :

Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Dacrah tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan.

Mengabulkan seluruhnya /mengabulkan sebagian/ menolak
permohonan pengurangan Bea Perolechan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak -

Alamat Wajib Pajak

Letak Obyek Pajak

Tahun BPHTB > Nebernsassesnsacess

Atas perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan :

Akta /Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak/Putusan
Hakim /Dokumen lainnya **)

Nomor

Tanggal

NOP

Letak Obyek
Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kota

Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimeksud pada Diktum
KESATU, maka besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah






